
LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR  : 28 TAHUN  : 2005    SERI  : E NOMOR : 1

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR    28  TAHUN  2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR  4 TAHUN  2003 TENTANG KEDUDUKAN
PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH UTARA

Menimbang : a. bahwa  dengan berlakuknya Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat …………
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Rakyat Daerah, maka Qanun Qabupaten Aceh
Utara Nomor 4 Tahun 2003 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Utara,
dipandang perlu dlakukan perubahan;

b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Aceh Utara mengambil inisiatif
mengusulkan Perubahan Qanun Nomor 4
Tahun 2003 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan  dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Aceh Utara;

c. bahwa untuk maksud tersebut perlu mengatur
dalam suatu Qanun;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor  7  Drt. Tahun 1956
tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan
Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor   58, Tambahan Lembaran Negara
Nomor  1092);

2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Ke istimewaan
Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3893);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001
tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi

Daerah …………



3

Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4134);

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun  2003
tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4277);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003
tentang Susunan dan Kedudukan Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor  92, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4310);

6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4389);

7. Undang-undang Nomor  32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor  4437);

8. Undang-Undang  ............



4

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004  Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004
tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa
Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang
Pelaksanaan Syari’at Islam (Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh
Nomor 30 Tahun 2000 );

12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa
Aceh Nomor 7 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Kehidupan Adat (Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh
Nomor 32 Tahun 2000);

Dengan  ............
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN ACEH UTARA

dan

BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN
KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 4
TAHUN 2003 TENTANG KEDUDUKAN
PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH
UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara;
2. Qanun adalah Peraturan Daerah Kabupaten

Aceh Utara;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan

Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah;

4. Bupati adalah Bupati Aceh Utara;


